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PEMTUMN GUBERNUR JAWA BAMT
NOMOR: ? tAsltN 2009

TENTANG

PENDAYAGUNMN ,I/EBSITF
LINGKLINGAN PEI\IERINTAH PROVINSI JAWA BAMT

TJUBERNUR JAWA BAMT,

,d;
a. bahwa dengan diberlakukannya Keputusan Gubernur Jawa Barat

Nomor 489/Ke'p.249-Bapesitetda/2006 tentang Kepemilikan
Domarn jabar.go.id dl Internet dan Keputusan Gubernur
Jawa Barat Nomor 489.05/Kp.z50-Bapesitelda/2006 tentang
Pernbentukan Pengelola webslte Jabar.go.ld, perlu slnergitas
dan interoperabilitas dalam penyediaan data dan informasi
sehingga berdayaguna dan berhasll guna, unfuk mendukung
penyelenEgaraan pemerintahan dan peningkatan pelayanan
publik;

b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlur ditetapkan Peraturan Gubernur
Jawa Barat tentang Pendayagunaan Website di Lingkungan
Pemerintah Pro,rinsi Jawa Barat;

1. Undang..Undang Nomor .11 Tahun 1950 tentang pembentukan
Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4
luli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Jakafta Raya (Lembaran Negara Republik
Irrdoriesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhlr dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun
2007 tentang Pemerintahan Provinsl Daerah Khusus Ibukota
lakafta sebagal Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744)
darr Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik
Indonesia -fahun 2000 Nonror 182, Tambahan Lembaran Negara
Reoublik indonesia Nomor 4010);
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2. tJndang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang pemerlntahan
Daerah (Lembaran 

. 
Negara Repubrik rnooneiri Tahun 2oo4Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Rllubfik Indonesia

Nornor 4437) sebagaimana telah diubai beberipa m||, terainii
dengan Undang-Undang Nornor Lz Tahun 200g' t"neng
Perubahan Kedua atas undang-Undang Nomor 32 Tahun 2oo4
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Replblik Irrdonesia Nomor 4844);

3. uncrarrg-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Intorrnasi Publik (l-embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2ll08 Nomor 61, Tambalran Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor aBaQ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian
Urusan F'emerlntahan antara pernerintah, pemerintahan Daerah
Provrnsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara RepublK;'Indonesia Tahun 2007 Nomor g2, Tambahan
Lembaran Negaga Republik Indonesla Nomor 4737);

5. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2003 tentang Tim Koordinasi
Telematika Indonesia;

6. Peraturarr Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 2glper-
Konrinfo/912a06 rentang Penggunaan Domain go.id untuk situs
Resmi Femerintah Pusat dan Daerah;

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008
tentang ijrusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran
Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran
Daerah Nomor 46);

B. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri D, Tambahan Lembaran
Daerah Nomor 47);

1. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan
dan Pendayagunaan Telematlka di Indonesia;

2-. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Strategi dan
Kebi;a kan Pengemba ngan e-Governmenf,

3. Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Infbrmasi Nomor 65 Tahun
2005 perihal Peneembangarr Layanan Pemerintah secara
Elektronis pada Berbagai Instansi Pemerintah, baik di Pusat dan
di Daerah;

4. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 4891Kep,249-
Bapeslteldal2006 tentang Kepemlllkan Domaln Jabar.go.ld di
Internet;

5. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 489.05/Kep.250-
Bapeslteldal20$6 tenkng Pembentukan Pengelola Webslte
iabar.go.ld;
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MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBER|\II.JR TENTANG PENDAYAGUNMN WEBSITEDI LINGKI.JNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAffi BAMT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal L

Dalam Peraturan Gubernur lni, yang dlmaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.

2. Pemerintah Daerah adarah Gubernur dan perangkat Daerah
sebagai unsur penyelengEara pemerintahan daerah.

3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.

4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Jawa Barat.

5. sekretaris Daerah adarah Sekretaris Daerah provinsi lawa Barat.

6. Dinas Konrunikbsi dan Informatika yang selanjutnya disebut
Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika provinsi Jawa
Barat.

7. satuan Kerja Perangkat Daerah yang seranjutnya disebut sKpD
adalah satuan Kerja Perangkat Daerah dl lingkungan pemerlntah
Provinsi Jawa Barat.

B. standardisasi Penyelenggaraan situs web pada Internet adalah
standar-standar dalam pembanEunan maupun pengembangan
situs web pada internet yang dikelola oleh masing-masing sKpD.

9, situs web atau website adalah situs atau daerah rokasi jelajah
dalam internet.

10. Fitur aJalah l<emampuan layanan dari suatu produk teknologi
informasi yang dihasilkan,

It. Domain adalah nama unlk yang memastikan alamat situs nieD di
Internet,

L2. subdomaln adalah domain yang merupakan bagian darr domain
yang lebih besar, sebagal komponen yang lebih rendah
tingkatanny'a darl domalndl atasnya.

t3. Intemet seruice Provider yang selanJutnya dlsebut ISp adalah
perusahaan penyedla Jasa layanan koneksl ke Internet.

14. Database atau Basis Data adalah slstem yang menyimpan data
dalam jumlah yang besar dengan mekanlsme slstemafls dan
terstruktur.

15. E-mall atau Surat Elektronik adalah aplikasi untuk saling
rnerrgirimkan pesan antar pengguna jaringan.

16. Lapisan Presentasi adalah lapisan yang mewakili komponen-
kornponen sistenr yarrg berl'ungsi dalam proses menyampaikan
dan nremformulasikan informasi dalam konsepsi komunikasi data

L7. Layout adalah tata letak halaman yang mendifinislkan
pengatumn dan gaya darl komponen-komponen muatan darl
suatu halaman.
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18, Navlgasi odq]4 fasiritas yang memberi kemampuan untukmenentukan haraman, rnuatan itau oata y.ng aiarpirkan, sertaperpindahan darr satu tamptan ke trrplrn v.ii nrn.
19. Apllkasl standar adalah aplikasi yang d[adtkan patokan, sbndar,norma, dan ukuran dan berlaku secara umum.
20. struktur content adalah penEgambaran mengenai isi/kontendalam web secara iersusun yang satu sama rain safinj

I'erhutlungan.

21, P/atform adalah komponen-komponen dasar dari sistem
komputer yang tercliri dari komponen-komponen arsiteKur
komputer dan sistem operasi, yang mendefinlsikan operasional
dan konrpatibilitas sistem.

22. Integritas Data adalah sifat data yang menerangkan akurasi,
kebenaran, validasi dan korrsistensi suatu kumpulan data.

23. security adalah keamanan yang menJamin sumber daya tidak
digunakan atau dirnodlfikasi orang yang fldak memiliki otorisasi,
dan sebagai pengaman atas masalah teknls, manaJerlar, bgaiitai
dan Politis. rd;'

24. Hosting atau wc6 Hosilng adarah tayanan yang rnenumpangkan
keseluruhan muatan suatu situs web kepada suatu perangkat
keras komputer (seruefl yang terhubung dengan Internet
sehngga dapat melalui Internet.

25. colocation adalah layanan yang menyediakan sarana dan
pra-iararta pada suatu lokasi dengan fasilitas-fasilitas khusus
sehingga grerangkat-perangl<at keras komputer (seruefi dapat
ditempatl<an didalamnya agar daoat berfungsi secara optimal clan
terjamin sebagai pelayan data, termasuk untuk perangkat keras
pelayan suatu situs Web.

26. Pembangunan situs web adalah aktivitas yang dilakukan dimulai
dari tahapan awal hlngga teruvujud suatu slfrs web.

27. Pengembangan sltus web adalah aKrvrtas yang dllakukan dalam
rangka memperluas dan memperdalam sltus web, balk dari slsi
konten, menu, navlgasl, maupun pangsa pasarnya.

28. webmaster adalah orang yarrg bertugas mengelola suatu situs
web mulai dari aspek pengaturan tataletak halaman sampai
kandungan isi muatan.

29. Administrator adalali orang yang bertugas mengelola
operasicnalisasi sistem pada asperk teknis, menjamin berjalannya
operasic,natitas dan keamanarr data pada sistem sefta mengatur
hak akses atas surnberdaya pada jar.ingan komputer.

30. Reporter adalah seseorang yang melakukan aKivitas pelaporan
kepada seseorang, sekelompol< orang, atau sekelompok
masyarakat melalui suatu medla setelah melalul tahapan
pencarian data dan Informasi dari suatu atau bebercpa sumber.

31. Editor adalah seseorang yang melakukan evaluasi, memeriksa
dan nrengedit atas hasll suatu tullsan sehlngga dapat dlanggap
layak untuk disaJll<an dalarn bentuk data atau Informasl.

32.. Aplikasl adalah suatu Instrument yang mampu menEolah suatu
data atau Informasi secara otomatls sedemlklan rupa sehlngga
menrberlkan kemudahan dan kecepatan bagl pengguna dalam
memperoleh suatu data atau Informasl yang dlperlukan.
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33, Sener adarah piranti khusus drr..T jaringan komputer yansmenjadi tempat bagi semua sirnpur oi dannilaringan untuk bisamelakukan resource sharing.

34. sistem Jaringan adatah suatu kumpuran simpur-sinrpul
sumberdala perarrgkat komputasi yang dafat berupa perangkat-
perangkat komputer, yang saling tLrhubung merarui sistem
komunikasi data sehingga yang dapat di akses iecara bersama.

35. web Interoperabilitas aclalah kefasama antara website miliki
satuan l(erja perangkat Daerah di lingkungan pemerintah
Provinsi Jawa Barat dengan weblste Jabarprov.go.tO

BAB II
MATSUD DAN TU.]UAN

Pasal 2

Pendayagunaarr website di ringkungan pemerintah Daerah
dimaksrrdkan untuk meugatur penyelenggaraan website sehingga
dapat berdayagt/oF dan berhasilguna untuk mendukung
penyelerrggaraan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan
kepada nrasyarakat.

Pasal 3

Tujuarr pendayagunaan website di lingkungan pemerintah Daerah
adalah untuk ter:ciptanya penyelenggaraan webslte yang mampu
memberikan dan menyediakan data sel€ informasi bagi
kepentlngan Pemerintah Daerah dan upaya penrngkatan perayanan
informasi kepada masyarakat rnelalul jaringan Internet.

BAB III
WEBSIIE

Pasal 4

Situs Web Pemerintah Provinsi yang merupakan situs atau
daerah lokasi jelajah dalam internet, menggunakan website
nttr/ wwu*iabapra\LgaJd dan wettsite SKPD sebagai situs resmi
Pemerintah Provinsi dalam rangka menyampaikan informasi
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
kepada masyarakat.

Pasal 5

Menu atau konten yang tersedla dl Web sebagalmana dlmaksud
pada Pasal 4, mellputi :

a. Data tentang Tupoksi dan struktur SKPD yang bersangkutan :

b. Data fungsional yang diinventarisir dan diolah ;

c. Irrformasi berbentuk berita ;

C. Agenda kegiatan ;
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BAB IV

PEREN(ANAAN

pasal 6
(1) untuk tertib dan keberhasilan penyelenggaraan websrte,

dilakrrkan perencanaan yang meliputi aspek :

ketersediaan anggara n ;
sumberdaya rnanusia;
infrastruktur; dan
data/infornrasi

a.
b.
c.
d.

(2) Setiap perencanaan pengadaan clan/atau pembangunan website
dikonsultasikan terlebih dahulu kepacla Dinas.

(3) setiap perencanan website harus berpedoman pada
standardrsasi pembangunan website, dengan memperhaiitan
aspek tuJuan, sasaran dan isl website.

,di' BAB V

PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN

Baglan Kesatu

Pembangunan

Pasal 7

(1) setiap pernbangtrnan website oleh sKpD harus menggunakan
pedornan standardisasi pembangunan website di lingkungan
Pemerintah daerah sebagaimana tercantum dalam Limpiran,
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan
Gubernur ini.

(2) Pembangunan website di lingkungan sKpD harus dllakukan
secaru interoperabilitas untuk mendukung keberha sllan website
jabarprov.go.id.

Baglan Kedua

Pengembangan

Pasal 8

(1) untuk kepentingan perubahan dan penambahan data serta
irrformasi atau perubahan fitur-fitur dan website yang
terbangun dan sudah terstandardisasi, dapat dilakukan
pengembangan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada
Dinas.

(2) Demberitahuan rencana perubahan dan penambahan data
sebagaimana dimakud pada ayat (1), clilaKanakan dengan
rnencantumkan detail teknis perubahan dan pengembangannya.

(3) Laporan rnengenal hasll perubahan dan pengembangan
sebagalmana dlrnaksud pada ayat (1), dlsampalkan kepada
Dinas.
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BAB VI

PENGENDALIAN

pasal 9
(1) untuk lnengar.ur dan menertibkan penyelenggaraan website diLirrgkungan pemerintah Daerair, ' DinJs"- melaksanakan

pengendalian,

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melrputi:
a. Menu/kontent yang interoperabllitas dengan Jabarprov.go.id
b. Pembangunan dan pengembangan website SKpD ;
c. Web hosting pada jabarprov.go.id.

BAB VII

PENDAYAGUNAAN

Pasal 10

(1) Setiap w'et:si(tilang terbangun dengan sistem interoperabilitas,
wajitl mernelihara ketersediaan data dan inl,ormasi.

(2) Menu-menu yang tersedia paoa
rutin, meliputi:

a. Data Statistik;

b. Berita;

c" Sorotan Kita; dan

d. Artikel.

web harus dlupdate secara

BAB VIII

ORGANISASI PENGELOIA WEB

Pasal 11

(1) setiap website yang telah terbangun harus dikelola oleh pejabat
yang ditunjuk oleh kepala SKPD dan/atau unit yang
bersangkutan.

(2) struKur orgarrisasi pengelola web paling sedikit meliputi
pekerjaan, entry data, admlnistrator apllkasl, slstem dan
konterr.

(3) untuk kelancaran tugas pejabat sebagalmana dlmaksud pada
ayat (1.), dapat dibentuk Redaksl yang bekerJa secara harian.

BAB IX

PELAPORAN

Pasal 12

(1) Setiap SKPD wajib n'tenyarnpaikan laporan hasil pelaKanaan
pengi?lolaan website yang disampaikan kepada Gubernur
melalui Dinas.

(2) Lapora,r sebagalmana dlrnaksud pada ayat (1) paling sedikit
berlsl tentang volume penglslan konten, aktlvltas tlm pengelola
dan keglatan huntlng data.
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(3) leFpitulasi laporan hasil pelaksanaan pengelolaan website
sKPD dan jabarprov.go.id disampaikan 

'oteh 
Kepata Dinas

kepada Gubernur.

BAts X

PEMBIAYMN

Pasal 13

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan pendayagunaan
webslte di lingkungan Pemerintah Daerah, dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.

BAts XI

KFTEI\TIJAN PENUTUP

Pasal L3

Peraturan Gubemuf inl mutai berlaku pada Anggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahulnya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubemur inl dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Diundangkan di Bandung
24 Pebruarl 2009

DAEMH PROVINSI
A BAMT,

KSAMANA

BERfrA:DAEMH pROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2008 NOMOReo SERI E.

Dltetapkan dl Bandung
hnggal2{ Pebnrari 200!

3D"."i
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TAMPIRAN PEMTURAN GUBERNUR JAWA BAR,AT
NOMOR :7TAHIIN2oo9
TANGGAL i 24 PTtsRUARi 2OOg
TENTANG : PENDAYAGUNMN WEBflITE DI LINGKUNGAN

PEMER,INTAF,I PROVINSI JAWA BAMT

PEDOMAN STANDARDISASI PEMBANGUNAN WEBSITE
DI LINGKUNGAN PEMERIN'IAH PROVINSI JAWA BAMT

I. Standardisasi website

Standardisasi website di llrrgkungan Pemerlntah Daerah dlmarcudkan untuk
membentuk keseragaman secara khas akan profil Jawa Barat.

Menciptakan keseragaman dalam pengembangan situs web di lingkungan
Pemerin[ah Daerah;

1. Memrtdahkan proses interoperabilitas-situs webSKpD;

2. Mewujudkan Prrnsip "one input for many purposei dimana semua situs web maupun
aplikasi yang berhuburrgart dengan data seluruh SKPD terintegrasi langsung dengan
siius web jabarprov.go. id;

3, Mernbangun ciri khas situs webpemerintah Daerah;

4. l4emt:dahkan pengurrjung situs web dalam melakukan navlgasi pada situs- situs
Pemerintah Daerah;

5. Memberikan panduan pengelolaan situs weh pada seluruh SKpD agar aplikasi dan
data di dafamnya dapat dikelola secara aktif dan dinamis.

Yang distandardkan dalam Peraturan Gubernur Ini mellputl: Daabase, lapisan
presentasi, teknologi dan kodefikasi pada layanan informasi berbasls Internet.

Database

1. Spesifikasi standardisasi penamaan table database meliputi: T_Nama_Table: Table
Errtitas, R--Nama-Relasi ; Table Relasi, Nama Table diawali dengan huruf besar pada
sefiap avval kata, Nama table tidak diawali Cengan angka, Nama table merniliki
Deskripsi, yang jelas tentarrg kegunaan table tersebut, Nama table dan field dapat
merupakan singkatan yang jelas secara EYD, Nama fielddan Table yang lebih dari
satu kata , antar katanya di pisahkan "_" Bahasa yang dlgunakan untuk nama tabel
dan fieldkonsisten (Indonesia/ inggris) tidak boleh bercampur.

2. Spesifikasi standardisasi field database meliputi: Field yang merupakan id diawali
dengan "id", ex: id-fieldl, ld-field2, Field yang merupakan forelgn key ke tabel
teftentu, namanya disamakan dengan id pada field yang dituju, Nama freld memiliki
deskripsi yang jelas tentang kegunaan field tersebut, Nama primary key yang hanya
satu field pada sebuah table, cara memberl narnanya: id_Nama_Table, dan bias
ditambahkan kata, sehrlngga dapat mendeskripsikan kegunaan fleld ini, ex:
id-Kehadiran-tanggal (primary keypada T-Kehadlran yang beftlpe date), Nama freld
dengan huruf kecil semua, nama field untuk tipe Boolean, dahului dengan is_.

3. Spesifikasi standardisasi Hlstoric'al record clatabase meliputi: Table entitas yang
'r^-^^"^ ^-1^ kemungkinan untuk di record (historical), maka ditambahkan 2 fielduol.oilyd oucr

... ...-atval-exits, .......-akhir-exrst, .' tahun/ tanggal, Nilai Defa,a/f untuk tahun
atau tanggal sekarang = I11.19999,
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4' Spesi'fikasi standardisasi Field enumerasl databasem_etiputi: Bila nilai field merujukkepada konstanta teftentu, tetapi tidak ada bble forergn key, maka nama flelddiarvalt var_nama _fietd, contohi vafjenis_Uanan_Oafi; (;il nilai l=batubara,2=sOlOr, 3=residu).

III. Lapisan Presentasi

Layoutdan Navigasi

Antarrnuka yang sesuai dengan standard layoutdan navigasi standard situs web SKpDmeliputi:

Desain (ttlemanfaatkan CSS,Icascading Style Sheefl pada keseluruhan styteyang adasecara konsisten dalam pemilihan warna clan jerris hurut'. Layout berstru6ur ietai oan
memilil<i cjri khas ciisetiap nal:man situs.

Strukt.rr halaman (Header, Struktur navigasi menu pada kiri atau kanan halaman
korrsisten, Halaman Utama, Footer),

Header (gambar yang representatif dan tulisan yang menyatakan identitas SKpD yang
memiliki situs web tersebut, Lambang Provinsi Jawabarat d! sebelah kiri, Fasilitast'peti
sittts, Search, Home, Korttak (struktur.fengelola situs r,leD), Login, dan Tanggal.

IV. Pengajuan Dornain

Domain atau alamat pada Internet setiap situs web SKpD wajib menggunakan
ketentuan sebagaimana diatur oleh peraturan Menteri komunikasi dan Informatika
Nomor 2BiPER.KOMINFO/ 91 2006, tentang : Penggunaan Nama Domain go.i<l Untuk
situs resmi Pemerintah Pusat detn Daerah.

Scfian nonn:.'ir rJcL,op pcruoludl'1 dart perubahan rtama dOmain situs web SKPD sebagaimana diatur
dalarn Peraturan Menteri diajukan kepada Menteri Komunikasi dan Informasi melalui
Dinas.

V. Pengajuan e-mail

1. Dinas meneiapkan jumlah account nama e-mail tlap SKPD berdasarkan pengaJuan
dari SKPD;

2. Setiap pengguna e-mail SKPD dltetapkan berdasarkan surat dari plmpinan;

3. Setiap penamaan e-ma!/harus di laporkan kepada Dinas sebagal pengelola webslte
jabarprov.go.id.

VI. Fenambahan menu

Pada Casarnya, menu-menu di dalam situs web SKPD adalah menjadi hak dan
kebuttthan SKPD itu sencilri, kecuali menu-menu yang telah ditetapkan untuk
interoperabllitas menunjang situs web jabarprov.go.id yang meliputi Menu Berita,
Sorr;tan Kita, data Statistik iData pembangunan) dan profil Data SKPD. Selain itu,
menjadi nak pihak SKPD unturc menambah dan mengubah, dengan ketentuan:

1. Database situs web SIGD setelah dllakukan standardlsasi sistem dan
interopetabilitas sebagai penunjang webportaljabarprov.go.ld, kemudian karena
kepentingan mendasar lalnnya memerlukan perubahan, maka harus mendapat
persetujuan pllrak Dlnas;

2. Setlap perubahan struKur database sltus web SKPD dlaJukan kepada plhak Dlnas;

3. Piltak Dlnas akan melakukan pendamplngan dalam perubahan strukh,rr dabbase;
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4' Pihak Dinas benryenang menetapkan apakah perubahan strukt ur database itudapat dilanjutkan atau ticJak, apabila:

a. perubahan itu berpengarufr pada proses interoperabiritas;
b. perubahan itu diteruskan apabila tidak mengganggu proses kerja

Interoperabiiitas.

VII. Aplikasi Standard

1' Peta Situs (berupa strttktur kategori navigasi situs websetiap ada penambahan,
pengurarlgan atau pengubahan mentl, langsung berpengaruh pada'peta situs.

2. Sorotan Kita (Tulisan seJenis tAjuk atau artikel yang menJadl perhagan saat inl)
3. Berita (Berita terbaru seputar sKpD tersebut dan yang berhubungan).
4. Artikel (Sebuah tuiisan nonfiksl yang independenf pada sebuah publikasi situs)
5. Layanan (Informasi ben.rpa layanan-layanan yang diberikan oleh SKpD atau

berhubungan dengan ruang lingkup fungsinya)

6. Agenda (Agenda SKPD dapat jyga sebagai aiang promosi dan inform asi event,
pameran, dsb)

'7 ' Infomultimedia (Berbagai irlformasi penting berbasis multilmedia yang
berhubungan dengan SKPD)

B. Data Statistik (Data dari SKPD clalarn frentuk angka-angka statistik, dapat
ditampilkan dalam bentuk angka, tabular, grafik)

9. Euku Tamu (Buku tanru yang dapat di isi oleh pengunjung situs)

10. Link Terkait (Link-link yang terkait,dengan SKpD)

11.. Galeri (Kumpulan gambar yang dapat dilhat oleh pengunjung situs berdasarkan
kategori-kategori)

12. Polling (Polling mengenai suatu hal yang dapat dilsl oleh pengunjung situs untuk
dirnintai penda patnya)

L3, Forum (Forum cliskusi lnteraKif antar pengunJurrg sltus dengan pengunJung lain
sefta dengan pengelola)

14. Search (memiliki sean:h engine yang terdiri dari search biasa dan advanced
searcn)

15. lvlarnpu rnengirirnkan e-mail kepada wels administrator(Contact Us)

16. Daftar istilah (Daftar kata-kata pada konteks SKPD yang bersangkutan yang
perlu untuk d'rjelaslran).

L7, l(eterangan Tanggal Modifikasl (pada baglan-baglan statls maupun dinamis
terdapat keterangan modlfikasl Informasl, dapat berupa rekapan tanggal
modlflkasi ataupun catatan tanggal modifikasl yang ada dl setlap baglan
tersebut.

18, Format: hat'i, cld lSulan yW, Pilihan nrenu bahasa tribahasa (Indonesia, Inggris,
Sunda,'fel<s berjalalr)

19. Foofer(Pemilik situs web, Tahun pengembangan)

2C. \avigasi (Pengurrjung dapat mengetahui lokasi halaman yang diakses, setiap
halaman memllikl Judul halaman yang unlk dan representatlf.
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VIIL Struktur Content

struktur menu-. pada setiap SKPD tergantung darl kepentingan sKpD yangbersangkutan. Namun terdapat beberapi hal penting yang harus dlperhatikan,antara lain:

1' Bersifat dinamis (dapat dltambahkan, diubah, dlplndahkan, dihapus sesuai
dengan kebutuhan) ;

2. Memiliki struktur hierarki menu ;

3. Pengelompokkan kategori/taksonomi/kategori menu yang dibagi dengan aturan
tertentu yang rnemudahkan pengunjung untuk mengakses ;

4. Setiap penambahan, pengurangan, penghapusarr, dan perubahan strukur menu
langsung berpengarulr pada peta sitrrs;

5. Menoakomodasi tribahasa (Indonesia, Inggris, dan Sunda) serta mendukung
penambahan bahasa lainnya ;

6. Memilki administrasi untuk pengaturan:

Manajemen menu (Content Management Systen);

Manajemen user; 'r;
Manajemen approual(balk untuk contentberrta, data sfrflstik, forum, dsb.)

Interaksi Manusia - Komputer

1, Interface menarik dan berkemn profesionai agar mencerminkan SKPD sebagai
aparatur pemerintah yang diwakilkan oleh situs web SKPD, meliputi tata letak,
warna/ dan huruf'yeng digunakan pada situs.

2, Kecr:patan akses tidak lebih dari I detik dalam kondisi ideal komponen-
kottrponen layer presentasi (documenf HTML, flash, dan image) maksimal 60
KB (selairr dokurnen multimedia).

3. Memberikan kemudahan pengelolaan bagi pengelola situs, yaitu kemudahan
dalaln nnenanrbah, mengubah, dan menghapus data yang ada pada situs web;

4. Pengguna dapat mengetahui respon sistem.

5. Situs web menarnpllkan kapan suatu contentterakhir dimutakhirkan.

X. Teknologi

1, Flatform yang digunakan adalah aplikasi yang telah terbuktl memillkl slfat rcbui.
(stabil), lisensinya dlmillki secara sah oleh pemillk sltus web, open-source dan
indepenCen.

Sindikasi data (mengacu pada tools integrasi jabarprov.go.id), logging status (field
sync_status'.r (Trigger database), Scheduler/Cron.-daemon, Messaging (Binary XML).

Kompres;i file (ZIP, .tar.g'2, .tar), Document up/oad (doc,.xls, .ppt, .pdf, .wmv),
Sb/le (CSS), Tipe gambar (Jpeg, ,jpg, ,gif , .png), Tipe multimedia (wmv, .\ /ma,
.mp€g, .mpg, .dat, .swt), Scriptlng (Javascript 1.2).

Security ldentificatlon, Authenticatlon and Access (Login), Security of Onllne Access
to Data (Login), User Account Managernenf (ManaJemen User), User Control of
User Account (ManaJemen User), Securlty Surueillance (Firewall, log actlvlty,
logglng), Dara Classlflcatlon (Flrewall),Central Identlflcatlon and Access Rlghts
Management (l,lanaJemen user, logln), Wolatlon and Secudty Actlulty Reports (Log
Actlvlty, reportln g), Incldent Ha ndllngl Malntenance Jarl ngan.

a,

b.

c.

il.

L,

3,

4.



XI. Kodefikasi

1' Domain Mengacu kepada standar penomoran surat yang ada di peraturan Gubernur
Jawa Barat Nornor 50 Tahun 2006 tentang Tata Niskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Provinsi ,lawa Barat.

2, e.mallcontoh yarrg cii ris rlkan, sebagai oerikut :

Gubernur (gubernur@jabarpr-qy.go.id)
Wagub (wagub6ljabatprg_qe,ld)
Sekda Gee@)
Fimpinan SKPD (.lGrlsbunGlAbarpnov.go.id)
Pribadi (nama@tjabarprov.go.id)

XII. Pengorganisa.sian Pengelola Situs Situs webSKpD

Pengelola Situs web pada SKPD, rnemiliki $ruktur.

Struktur Pengelola Situs webSKPD adalah sebagai berikut:
1. Penanggung Jawab : Kepala SKPD
2. Ketua/Manajer Situs : Pejabbt eselon III SKPD
3. Selcretaris : Peja[at eselon lV SKP[)
4. Pelaksana hariarr

- Networkadmintsrrator
- Web deveioper
- Web administrator
- Web Content Admilristrator
- Redaktur (data contentdan atau news) :

- Publisher
- Editor dan atau translator bahasa
- Data entryatau aufhor
- Data huntlng atau reporter

Apabila personil di SKPD terbatas, maka relcomendasi struKur pengelola situs rreD
minimal terdiri dari 5 orang yang mellputi:

1, Penangqung Jawab : Kepala SKPD

2. KetualManajer Situs : Pejabat eselon III SKP[)

3. Sek.etaris : Pejabat eselon IV SKPD

4. Redaktur (sebagai publisher dan editor)

5. Pengelola data dan data entry

6. Pengelola berita dan reporter/wartawan web

XIII. Mekanisnre Kerja Akses Internet

A. Hosting

1. Mengajukan surat permohonan hosting yang ditujukan kepada Dinas;

2. Mengisi form yang berisi informasi tentang data teknis situs weh

3. Setiap situs web SKPD mendapatkan alokasi Kapasitas hardisk yang sama sesuai
ketetapan admlnistrator jabat'prov.go.id ;

4, Pelaksana upload apllkasi database dllakukan sendlrl oleh pihak admlnlstrator
situs web SKPD atau oleh pilrak llonsultan yang dl tunJuk SKPD, dan apabila
gdak memungklnkan (tidak memlllki tlm teknls) dapat menyerahkan kepada

aclmlnlstrator webportal Jabarprov.go. ld I
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Selesai proses uptoacl aplikasi clan database selesai, selanjutnya pihak
adrninistrator situs websKpD melakukan tahrapan uji coba operasional ;
Pihak Dinas hanya bertanggung Jawab clalam hal menjaga kelancaran akses
Internetnya, sedangkan yang nrenyangkut aplikasi updaung menu-menunya,
tetap menjadi tanggung jawab pengelola vreb SKptl.

B. Collocations

1. Mengajukan surat permohonan colloation kepada prhak Dlnas;

2. Mengisi form yang berisi ctata teknis situs webSy,pD;

3. Spesifikasi perangkat seruer harus rnenggunakan tipe 1 dan 2 u ;
4. Pemeliharaan server dilakukan oleh pihak administrator situs webSKPD ;
5. Alokasi IP dan kapasitas bandwith, ditetapkan oleh pihak Dinas.


